BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 6§ TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomwor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu
menetapkan Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu  menctapkan Peraturan Bupati
Bengkayang tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhi®’ dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kecuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tcknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 658);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
S);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengclolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor
7, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Bclanja Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

12. Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pcrubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

|

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Dacrah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRQ adalah
lembaga perwakilan rakyat dacrah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah di Kabupaten Bengkayang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan

Dacrah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclan
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang m
Urusan Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disrngkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemcrintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dacrah.
Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA ad
kewenangan penggunaan anggaran untuk mclaksanak
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pcjabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum dae’ah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa
BUD dalam melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau bebe'apa Kegiatan
dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selan jutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Dac'ah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
chawaJ: Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
fhangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam sua‘al;>
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang- undangan

Direksi Teknis adalah pejabatyang ditunjuk olch kepala SKPD yang ditugaskan
untUk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik
dalam satu atau beherapa kegiatan dari suatu program.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa SKPD s'et_)agai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sckumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
ya{}g berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
Pc'alatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari teberapa atau semua jenis

jutnya distngkat SKPD ahl ah unsur
élak sanakan

alah pcjabat pemcgang
an tugas dan fungsi
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Sumber daya tersebut, scbagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
Yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah,

Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya
yang vang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah,
scrta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang
dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sclanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Pcmbiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum dacrah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Dacrah yang
sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan scbagai dasar pclaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan standar harga
satuan yang digunakan dalam pcrencanaan dan pclaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Bengkayang.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kecgiatan dilakukan berdasarkan
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Standar harga satuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(2)

(3

(4)

(1)

PR
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satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;

satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

satuan biaya pertcmuan/rapat di dalam dan di luar kantor;

satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian
dinas dan hari-hari tertentu;

satuan biaya belanja pemeliharaan; dan

remunerasi/biaya personil untuk satuan biaya tenaga ahli (profiesional).

tandar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk

pajak scsuai dengan Ketentuan yang berlaku.

S

tandar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran Il yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:

Dipindii d A



a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan
RKA-SKPD; _

b. referensi dalam penyusunan proyeksi prakiraan ma]ju; dan

C. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(3) Dalam peclaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan
anggaran kegiatan; dan ' _

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui
karena kondisi tertentu, termasuk karenNa adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

(1) Bupati dapat menctapkan standar harga satuan selain yang ditctapkan dalam
Peraturan Bupati ini dengan mecmperhatikan prinsip efisicnsi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-
undangan;

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh
Kepala Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada ketcntuan yang
berlaku dan/atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
memperhatikan prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi
pemerintahan dacrah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian
negara/lembaga;

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam necgeri bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diatur dan
tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor
32 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2020 Nomor 32] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor
32 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2021 Nomor 19}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

?(qtcnfuan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.
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Yasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s clinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 oktower 2021

BUPATI BEIJGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 olpber 2021

SEKRETARIS DAERAH,
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 6%

Dindai. d o



